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ABSTRAK 

Kesadaran hukum merupakan faktor penting dalam mewujudkan lingkungan yang aman, tertib, dan 

kondusif. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan kesadaran hukum 

pekerja kayu melalui edukasi dan dialog interaktif bersama kepolisian. Metode pelaksanaan 

menggunakan pendekatan edukatif dan partisipatif melalui penyuluhan, diskusi interaktif, tanya 

jawab, serta observasi selama kegiatan berlangsung. Materi yang disampaikan meliputi pemahaman 

hak dan kewajiban warga negara, kepatuhan terhadap peraturan, pencegahan pelanggaran hukum, 

serta prosedur pelaporan dan penyelesaian permasalahan hukum. Dialog interaktif memberikan 

kesempatan kepada pekerja kayu untuk menyampaikan pertanyaan, berbagi pengalaman, dan 

memperoleh penjelasan mengenai persoalan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Hasil kegiatan 

menunjukkan bahwa edukasi dan dialog interaktif dapat menjadi sarana untuk memberikan 

pemahaman mengenai pentingnya perilaku taat hukum, penghormatan terhadap hak orang lain, dan 

tanggung jawab bersama dalam menjaga ketertiban. Keterlibatan kepolisian juga mendukung 

komunikasi dan kemitraan dengan pekerja kayu dalam menciptakan lingkungan yang aman. Evaluasi 

dilakukan melalui pengamatan terhadap keterlibatan dan respons peserta selama kegiatan. Kegiatan 

ini diharapkan dapat mendorong pekerja kayu untuk menerapkan perilaku yang sesuai dengan hukum 

serta berpartisipasi aktif dalam menjaga keamanan lingkungan kerja dan tempat tinggal. 

Keberlanjutan program memerlukan sosialisasi berkala dan koordinasi antara kepolisian, pekerja 

kayu, dan masyarakat setempat.  

 

Kata Kunci: kesadaran hukum; edukasi hukum; dialog interaktif; pekerja kayu; kepolisian. 

 

I. PENDAHULUAN  

Kesadaran hukum masyarakat 

merupakan salah satu unsur penting dalam 

mewujudkan kehidupan sosial yang aman, 

tertib, dan berkeadilan. Kesadaran hukum 

tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan 

mengenai peraturan perundang-undangan, 

tetapi juga mencakup pemahaman terhadap 

hak dan kewajiban, penghormatan 

terhadap hak orang lain, serta kesediaan 

menaati aturan dalam kehidupan sehari-

hari. Masyarakat yang memiliki kesadaran 

hukum diharapkan mampu menyelesaikan 

persoalan secara bertanggung jawab dan 

menghindari tindakan yang bertentangan 

dengan ketentuan hukum. Mulyani et al. 

(2021) menjelaskan bahwa pembangunan 

kesadaran hukum melalui program Desa 

Sadar Hukum merupakan upaya untuk 

meningkatkan pengetahuan hukum dan 

menumbuhkan penghormatan masyarakat 

terhadap hukum.  

Dalam kehidupan bermasyarakat, 

rendahnya pemahaman hukum dapat 

menjadi salah satu faktor yang memicu 

terjadinya pelanggaran, konflik sosial, dan 

tindakan yang mengganggu ketertiban 

lingkungan. Kondisi tersebut dapat muncul 

akibat keterbatasan akses terhadap 

informasi hukum, kurangnya sosialisasi, 

atau pemahaman yang keliru mengenai 

prosedur penyelesaian permasalahan. Oleh 

karena itu, peningkatan kesadaran hukum 

perlu dilakukan melalui kegiatan edukatif 
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yang mudah dipahami dan sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat. Isnawan (2021) 

menjelaskan bahwa pendidikan, 

kampanye, dan penyuluhan hukum 

merupakan upaya yang dapat digunakan 

untuk mendorong kesadaran dan 

kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan 

yang berlaku.  

Peningkatan kesadaran hukum juga 

merupakan bagian dari upaya memperkuat 

pemahaman masyarakat mengenai prinsip 

negara hukum. Dalam negara hukum, 

setiap warga negara memiliki kedudukan 

yang setara di hadapan hukum serta hak 

dan kewajiban yang harus dihormati. 

Pemahaman tersebut penting agar 

masyarakat tidak hanya mengetahui 

keberadaan peraturan, tetapi juga 

memahami fungsi hukum dalam 

melindungi kepentingan bersama. 

Muzayanah et al. (2021) menekankan 

pentingnya penyuluhan hukum untuk 

memberikan pemahaman kepada 

masyarakat mengenai kesadaran sebagai 

warga negara dalam sistem ketatanegaraan 

Indonesia. Dengan demikian, edukasi 

hukum perlu diarahkan pada pembentukan 

sikap yang menghormati aturan dan hak 

sesama warga.  

Kepolisian memiliki peran strategis 

sebagai aparat penegak hukum sekaligus 

mitra masyarakat dalam menjaga 

keamanan dan ketertiban. Hubungan 

antara kepolisian dan masyarakat tidak 

cukup dibangun melalui penegakan hukum 

semata, tetapi juga perlu diperkuat melalui 

pembinaan, komunikasi, edukasi, dan 

penyelesaian persoalan secara dialogis. 

Saharuddin et al. (2022) membahas peran 

pemolisian masyarakat dalam mendukung 

penegakan hukum dan penyelesaian 

permasalahan di luar pengadilan. Kajian 

tersebut memperlihatkan pentingnya 

pendekatan yang melibatkan masyarakat 

dalam pencegahan dan penanganan 

persoalan sosial sesuai dengan ketentuan 

hukum.  

Salah satu pendekatan yang dapat 

digunakan untuk meningkatkan kesadaran 

hukum adalah edukasi yang disertai dialog 

interaktif antara masyarakat dan 

kepolisian. Melalui pendekatan ini, 

masyarakat tidak hanya menerima 

informasi, tetapi juga memperoleh 

kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, 

menyampaikan pengalaman, serta 

mendiskusikan persoalan hukum yang 

dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. 

Adnan (2021) menunjukkan bahwa 

penyuluhan hukum berbasis praktik dan 

diskusi interaktif dapat membantu 

masyarakat memahami hak, kewajiban, 

dan prosedur hukum sederhana. Oleh 

sebab itu, dialog interaktif berpotensi 

menjadikan kegiatan edukasi lebih 

komunikatif, partisipatif, dan relevan 

dengan kebutuhan masyarakat.  

Selain metode penyuluhan 

langsung, penyampaian informasi hukum 

perlu memperhatikan bahasa dan cara 

komunikasi yang digunakan. Istilah hukum 

yang terlalu teknis dapat menyulitkan 

masyarakat dalam memahami hak, 

kewajiban, dan prosedur yang harus 

ditempuh ketika menghadapi persoalan 

hukum. Hadinata (2023) mengkaji 

peningkatan kesadaran masyarakat 

terhadap bahasa hukum melalui program 

pendidikan hukum berbasis komunitas. 

Kajian tersebut menegaskan pentingnya 

penyampaian pengetahuan hukum secara 

sederhana dan kontekstual agar dapat 

dipahami serta digunakan dalam 

kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, 

dialog bersama kepolisian perlu 

menggunakan contoh kasus yang dekat 

dengan pengalaman masyarakat dan 

memberikan penjelasan praktis mengenai 

tindakan yang sesuai dengan hukum.  

Di samping itu, penguatan 

kesadaran hukum perlu memperhatikan 

hak masyarakat untuk memperoleh 

informasi yang benar dan dapat 

dipertanggungjawabkan. Informasi yang 
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tidak akurat mengenai aturan, prosedur 

hukum, atau penanganan perkara dapat 

menimbulkan kesalahpahaman dan 

menghambat penyelesaian masalah. 

Kusumawardani et al. (2021) membahas 

penyebarluasan informasi publik dalam 

kaitannya dengan peningkatan kesadaran 

hukum masyarakat Indonesia. Kajian 

tersebut menunjukkan pentingnya 

penyediaan informasi hukum yang mudah 

diakses agar masyarakat dapat memahami 

kebijakan dan ketentuan yang berkaitan 

dengan kehidupan mereka. Oleh karena 

itu, edukasi bersama kepolisian perlu 

mendorong masyarakat untuk 

menggunakan sumber informasi yang 

tepercaya dan mengonfirmasi informasi 

yang belum jelas.  

Peningkatan kesadaran hukum juga 

berkaitan dengan kemampuan masyarakat 

memahami hak konstitusional dan 

kewajibannya sebagai warga negara. 

Pemahaman tersebut diperlukan agar 

masyarakat dapat berpartisipasi dalam 

kehidupan sosial secara bertanggung 

jawab, menghormati perbedaan, dan 

menyelesaikan persoalan tanpa melanggar 

hak pihak lain. Rahmawati dan Azzahra 

(2022) membahas peran pendidikan 

Pancasila dan kewarganegaraan dalam 

mendukung penegakan hukum, 

pembentukan karakter, serta penguatan 

kesadaran masyarakat. Hal ini 

memperlihatkan bahwa edukasi hukum 

perlu dikaitkan dengan nilai tanggung 

jawab, keadilan, toleransi, dan 

penghormatan terhadap aturan yang 

berlaku.  

Dialog interaktif bersama 

kepolisian juga dapat menjadi sarana untuk 

membangun kepercayaan dan memperkuat 

hubungan kemitraan antara aparat dan 

masyarakat. Melalui komunikasi dua arah, 

masyarakat dapat menyampaikan keluhan, 

memperoleh penjelasan mengenai 

prosedur pelaporan, dan memahami 

alternatif penyelesaian permasalahan yang 

sesuai dengan ketentuan hukum. 

Poeloengan et al. (2022) mengkaji 

mekanisme mediasi dalam penanganan 

keluhan masyarakat terhadap kepolisian 

dan menunjukkan pentingnya pendekatan 

yang mempertimbangkan aspek hukum 

serta kondisi sosial masyarakat. Dengan 

demikian, ruang dialog perlu 

dikembangkan sebagai sarana komunikasi 

yang terbuka, dengan tetap memperhatikan 

kewenangan aparat dan hak setiap pihak.  

Berdasarkan uraian tersebut, 

kegiatan pengabdian kepada masyarakat 

bertajuk “Peningkatan Kesadaran Hukum 

Masyarakat melalui Edukasi dan Dialog 

Interaktif Bersama Kepolisian guna 

Mewujudkan Lingkungan yang Aman, 

Tertib, dan Kondusif” penting 

dilaksanakan sebagai upaya memperkuat 

pengetahuan, sikap, dan kepedulian 

masyarakat terhadap hukum. Kegiatan ini 

diarahkan untuk memberikan pemahaman 

mengenai hak dan kewajiban warga, 

kepatuhan terhadap peraturan, pencegahan 

pelanggaran, serta prosedur penyampaian 

laporan dan penyelesaian permasalahan 

hukum. Melalui edukasi dan dialog 

interaktif, diharapkan terbangun 

komunikasi yang lebih baik antara 

masyarakat dan kepolisian, meningkatnya 

partisipasi warga dalam menjaga 

ketertiban, serta tumbuhnya perilaku yang 

menghormati hukum. Keberlanjutan 

kegiatan diharapkan dapat mendukung 

terciptanya lingkungan yang aman, tertib, 

kondusif, dan berorientasi pada 

penghormatan terhadap hak serta 

kewajiban setiap warga negara. 

 

II. METODE KEGIATAN  

Metode pelaksanaan pengabdian 

kepada masyarakat menggunakan 

pendekatan edukatif dan partisipatif 

dengan sasaran pekerja kayu. Kegiatan 

diawali dengan koordinasi bersama pihak 

kepolisian, kemudian dilanjutkan melalui 

penyuluhan dan dialog interaktif mengenai 
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kesadaran hukum, hak dan kewajiban 

warga, kepatuhan terhadap peraturan, serta 

pencegahan pelanggaran hukum di 

lingkungan kerja dan tempat tinggal. 

Evaluasi dilakukan melalui 

observasi, diskusi, dan tanya jawab untuk 

mengetahui respons serta pemahaman 

pekerja kayu terhadap materi yang 

disampaikan. Kegiatan ini diharapkan 

dapat meningkatkan kesadaran hukum, 

mendorong perilaku yang taat aturan, serta 

memperkuat partisipasi pekerja kayu 

dalam menjaga keamanan dan ketertiban 

bersama kepolisian dan masyarakat 

sekitar. 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN  
Kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat bertajuk “Peningkatan 

Kesadaran Hukum Masyarakat melalui 

Edukasi dan Dialog Interaktif Bersama 

Kepolisian guna Mewujudkan Lingkungan 

yang Aman, Tertib, dan Kondusif” 

dilaksanakan dengan sasaran pekerja kayu. 

Kegiatan ini berfokus pada peningkatan 

pemahaman mengenai hak dan kewajiban 

warga, kepatuhan terhadap peraturan, serta 

peran masyarakat dalam mencegah 

pelanggaran hukum. Edukasi disampaikan 

melalui penyuluhan dan dialog interaktif 

agar materi lebih mudah dipahami dan 

relevan dengan kehidupan sehari-hari 

pekerja kayu. Pendekatan tersebut sejalan 

dengan Arifin (2024), yang menekankan 

pentingnya pendidikan hukum berbasis 

komunitas dan kolaborasi dalam 

membangun kesadaran hukum masyarakat.  

Pelaksanaan edukasi hukum 

diarahkan pada pemahaman bahwa hukum 

bukan hanya berkaitan dengan sanksi atas 

pelanggaran, tetapi juga menjadi pedoman 

dalam membangun hubungan sosial yang 

tertib dan saling menghormati. Pekerja 

kayu perlu memahami pentingnya menaati 

aturan, menghargai hak orang lain, serta 

menghindari tindakan yang berpotensi 

menimbulkan konflik di lingkungan kerja 

maupun tempat tinggal. Sirait dan 

Sitanggang (2023) menjelaskan bahwa 

penyuluhan hukum melalui program 

kemitraan masyarakat dapat digunakan 

untuk mendorong kepedulian terhadap 

hukum dan tanggung jawab sosial. Prinsip 

ini relevan untuk membangun perilaku 

pekerja yang bertanggung jawab dan 

peduli terhadap kondisi lingkungan 

sekitarnya.  

 

 
Gambar 1. Kegiatan Interaktif bersama 

dengan salah satu warga. 

 

Dialog interaktif menjadi bagian 

penting dari kegiatan karena memberikan 

kesempatan kepada pekerja kayu untuk 

bertanya, menyampaikan persoalan, dan 

memperoleh penjelasan mengenai tindakan 

yang sesuai dengan hukum. Melalui 

komunikasi dua arah, peserta dapat 

mendiskusikan persoalan yang mungkin 

ditemui dalam kehidupan sehari-hari, 

termasuk perselisihan, gangguan 

ketertiban, dan prosedur pelaporan 

kejadian. Waluyo dan Suryati (2023), 

dalam kegiatan penyuluhan hukum di Desa 

Tambaksogra, melaporkan adanya 

tanggapan positif masyarakat yang terlihat 

melalui pertanyaan dan usulan mengenai 

materi hukum. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa dialog dapat menjadi sarana untuk 

menghubungkan pengetahuan hukum 

dengan kebutuhan nyata masyarakat.  

Aspek lain yang menjadi perhatian 

adalah pemahaman mengenai hak dan 

kewajiban sebagai warga negara. Pekerja 

kayu perlu mengetahui bahwa setiap 
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individu memiliki hak yang harus 

dihormati sekaligus kewajiban untuk 

mematuhi peraturan yang berlaku. 

Pemahaman ini dapat membantu 

mencegah penyelesaian persoalan melalui 

kekerasan, intimidasi, atau tindakan main 

hakim sendiri. Irawan et al. (2024) 

membahas penyuluhan hukum untuk 

meningkatkan kesadaran masyarakat 

mengenai hak dan kewajiban warga negara 

melalui presentasi interaktif dan diskusi 

partisipatif. Pendekatan tersebut relevan 

untuk memperkuat pemahaman pekerja 

kayu mengenai pentingnya menyelesaikan 

persoalan secara bertanggung jawab dan 

sesuai dengan prosedur hukum.  

Kegiatan edukasi juga perlu 

mendorong pekerja kayu agar lebih cermat 

dalam menerima dan menyebarkan 

informasi, terutama informasi yang 

berpotensi memicu kesalahpahaman atau 

konflik. Dalam kehidupan sehari-hari, 

penggunaan media sosial dan aplikasi 

pesan dapat mempercepat penyebaran 

informasi, tetapi juga berisiko 

menyebarkan kabar yang belum 

terverifikasi. Purnama et al. (2024) 

membahas penyuluhan hukum mengenai 

kesadaran masyarakat dalam 

menggunakan media sosial secara bijak. 

Relevansinya terhadap kegiatan ini terletak 

pada pentingnya memberikan pemahaman 

mengenai tanggung jawab dalam 

berkomunikasi, memeriksa kebenaran 

informasi, dan menghindari penyebaran 

konten yang dapat merugikan pihak lain.  

Peningkatan kesadaran hukum juga 

perlu didukung oleh akses terhadap 

informasi hukum yang mudah dipahami. 

Pekerja kayu perlu mengetahui tempat 

memperoleh informasi yang benar, saluran 

pengaduan, serta pihak yang dapat 

dihubungi ketika menghadapi persoalan 

hukum. Alfianti et al. (2024) mengkaji 

pemberdayaan Kelompok Sadar Hukum 

melalui media informasi digital untuk 

memperluas penyebaran informasi hukum 

kepada masyarakat. Kajian tersebut 

menunjukkan bahwa penyampaian 

informasi melalui media yang mudah 

dijangkau dapat mendukung penguatan 

literasi hukum. Dalam kegiatan ini, 

kepolisian dapat memberikan informasi 

mengenai saluran pelaporan dan layanan 

yang tersedia agar pekerja kayu memiliki 

pedoman ketika menghadapi persoalan 

hukum.  

Selain penyampaian materi, 

pembentukan sikap sadar hukum 

membutuhkan keterlibatan aktif 

masyarakat dalam proses pembelajaran. 

Pekerja kayu tidak hanya diharapkan 

memahami aturan, tetapi juga mampu 

menerapkannya melalui perilaku yang 

bertanggung jawab, seperti menghindari 

perselisihan, menghormati kesepakatan 

kerja, dan menyelesaikan perbedaan secara 

damai. Mandala (2024) menjelaskan 

bahwa model pendidikan hukum 

partisipatif dapat mendorong pemahaman 

mengenai hak dan kewajiban serta 

meningkatkan kepedulian hukum 

masyarakat. Dengan demikian, dialog 

interaktif bersama kepolisian perlu 

memberikan ruang bagi peserta untuk 

membahas persoalan yang relevan dengan 

lingkungan kerja dan kehidupan sosial 

mereka.  

Hubungan yang baik antara pekerja 

kayu dan kepolisian juga menjadi faktor 

pendukung terciptanya lingkungan yang 

aman dan tertib. Komunikasi yang terbuka 

dapat membantu masyarakat memahami 

fungsi kepolisian, prosedur penanganan 

masalah, serta pentingnya menyampaikan 

informasi secara benar. Hotimah (2024) 

menekankan bahwa pendidikan hukum 

yang inklusif dan partisipatif dapat 

memperkuat pemahaman masyarakat 

mengenai hak dan kewajiban hukum. 

Prinsip tersebut mendukung pelaksanaan 

dialog yang tidak hanya berorientasi pada 

penyampaian aturan, tetapi juga pada 

pembangunan kepercayaan, penghormatan 
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terhadap hukum, dan kesediaan bekerja 

sama dalam mencegah persoalan sosial.  

Evaluasi kegiatan dilakukan 

melalui pengamatan terhadap keterlibatan 

peserta, diskusi, dan tanya jawab selama 

penyuluhan berlangsung. Evaluasi ini 

digunakan untuk mengidentifikasi respons 

pekerja kayu terhadap materi, pertanyaan 

yang muncul, serta pemahaman mereka 

mengenai pentingnya kepatuhan hukum 

dan penyelesaian masalah secara tepat. 

Nurdiansah (2024) menunjukkan bahwa 

diskusi terarah dan pembentukan 

kelompok sadar hukum dapat menjadi 

sarana untuk mendorong keterlibatan 

masyarakat dalam memahami dan 

menangani persoalan hukum. Meskipun 

demikian, tanpa pengukuran sebelum dan 

sesudah kegiatan, perubahan tingkat 

kesadaran hukum tidak dapat dinyatakan 

secara kuantitatif. Oleh sebab itu, hasil 

evaluasi perlu didasarkan pada catatan 

kegiatan dan tanggapan peserta yang 

benar-benar diperoleh.  

Secara keseluruhan, edukasi dan 

dialog interaktif bersama kepolisian 

merupakan upaya untuk memperkuat 

kesadaran hukum pekerja kayu melalui 

peningkatan pemahaman, komunikasi, dan 

partisipasi. Kegiatan ini menekankan 

bahwa terciptanya lingkungan yang aman, 

tertib, dan kondusif membutuhkan 

kepatuhan terhadap hukum serta tanggung 

jawab bersama antara masyarakat dan 

aparat penegak hukum. Keberlanjutan 

kegiatan dapat didukung melalui 

penyuluhan berkala, komunikasi dengan 

Bhabinkamtibmas, dan penyediaan 

informasi hukum yang mudah diakses. 

Dengan demikian, pekerja kayu 

diharapkan semakin memahami hak dan 

kewajibannya serta mampu berkontribusi 

dalam menciptakan lingkungan kerja dan 

tempat tinggal yang tertib, aman, dan 

harmonis. 

 

 

IV. KESIMPULAN DAN SARAN 

Kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat melalui edukasi dan dialog 

interaktif bersama kepolisian diharapkan 

dapat meningkatkan kesadaran hukum 

pekerja kayu mengenai pentingnya 

kepatuhan terhadap peraturan, pemahaman 

hak dan kewajiban, serta penyelesaian 

masalah sesuai ketentuan hukum. Oleh 

karena itu, disarankan agar pekerja kayu 

senantiasa menerapkan perilaku taat 

hukum, meningkatkan kepedulian terhadap 

keamanan lingkungan, dan menjalin 

komunikasi dengan kepolisian. Selain itu, 

sosialisasi hukum perlu dilakukan secara 

berkelanjutan melalui kerja sama antara 

kepolisian, pekerja, dan masyarakat guna 

mewujudkan lingkungan yang aman, 

tertib, dan kondusif. 
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